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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era modern dan globalisasi saat ini kebutuhan masyarakat 

semakin kompleks baik dari kebutuhan primer maupun sekunder. Seperti 

halnya kebutuhan wanita,yaitu kebutuhan akan alat kecantikan atau sering 

disebut sebagai kosmetik baik untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, 

dan sebagainya contohnya seperti, bedak, pemerah bibir, dan lain 

sebagainya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1l1l75/MenKes/PER/VIII/20l1l0l tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan 

mengenai pengertian kosmetik yaitu ; “Kosmetik adalah bahan atau 

sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada luar tubuh manusia 

(epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi 

dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, 

mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi 

atau memelihara tubuh pada kondisi baik” (Triana,20l1l5:2). 

Oleh karena itu, kosmetik menjadi penunjang penampilan seorang 

wanita. Maka hal tersebut menyebabkan banyak orang ingin membuka 

usaha kosmetik ataupun dengan membuat suatu online shop, tanpa mereka 

paham akan kewajibannya sebagai pelaku usaha bila nantinya ada suatu 

tuntutan dari konsumen yang dirugikan oleh produk yang mereka jual. 

Yang disebut sebagai pelaku usaha adalah, sesuai dengan Pasal 1 l angka 3 
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UU No. 8 tahun 1 l999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang 

perorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi. (Celina, 20l1 l4:41l). 

Maka dari itu Hukum perlindungan konsumen mendapat cukup 

perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan 

masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat 

perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk 

mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajibannya. 

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga 

tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan lain dengan 

demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. 

upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap 

kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak 

untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat 

sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan 

konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan 

datang. 

Kemudian seperti penjelasan di atas, relative masih banyak pelaku 

usaha saat membuka usaha  namun tanpa mereka paham akan 

kewajibannya sebagai pelaku usaha bila nantinya ada suatu tuntutan dari 
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konsumen yang dirugikan oleh produk yang mereka jual, selain pelaku 

usaha melakukan pelanggaran Adapun Secara garis besar kendala atau 

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPK adalah: karena tingkat 

kesadaran konsumen akan haknya masih rendah; rendahnya pendidikan 

konsumen; belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan 

konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas; masih lemahnya 

pengawasan dibidang standardisasi mutu barang; lemahnya produk 

perundang-undangan; persepsi pelaku usaha yang keliru dengan 

perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian. Salain itu adapun 

konsumen yang melakukan kesalahan terhadap diri mereka sendiri saat 

mengkonsumsi ataupun membeli produk kosmetik krim pemutih wajah, 

yang seharus kosnsumen juga harus selektif dalam mengkonsumsi 

kosmetik, adapun masalah atau ancaman karena konsumen tidak selektif 

dalam mengkonsumsi kosmetik khususnya krim pemutih wajah, ancaman 

penyakit yang timbul yaitu salah satunya “dermatitis”. Dermatitis 

adalah peradangan atau iritasi di kulit yang umumnya ditandai dengan 

kulit gatal, kering, dan kemerahan, yang diakibatkan oleh kosmetik-

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat 

atau konsumen (Syawali dan Imaniyati, 20 l0l0l:3) 

Pada saat ini menjadi masalah yang serius, karena produk-produk 

kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya tersebut masih beredar 

bebas dipasaran. Masyarakat sebagai konsumenpun kadang tidak selektif 

dalam memilih kosmetik yang akan dibeli dengan tidak 
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mempertimbangkan apakah kosmetik tersebut merupakan kosmetik yang 

aman bagi kesehatan atau tidak. Alasan lain bagi masyarakat dalam 

memilih kosmetik dengan merek tertentu juga dikarenakan masyarakat 

tergiur dengan banyak kosmetik yang menjanjikan khasiat-khasiat yang 

mudah dan cepat misalnya dapat memutihkan kulit dengan cepat dan dapat 

menghaluskan kulit tanpa mengetahui efek samping yang akan 

ditimbulkan dari penggunaan kosmetik tersebut. (Yusuf Sofie. 20l0 l2). 

Dari penjelasan di atas,  banyak pelaku usaha yang membuka 

usaha demi mendapakan keuntungan yang besar walaupun dalam 

membuka usahanya justru merugikan konsumen, karena pelaku usaha 

mengetahui bahwa Masyarakat atau konsumen masih relative banyak yang 

belum mengetahui produk-produk kosmetik asli ataupun palsu, maka dari 

itu sudah seharusnya konsumen dilindungi dari dampak negatif akibat 

pemanfaatan barang ataupun jasa, terkait perlindungan konsumen sudah 

ada sejak tahun 1 l891l yaitu di New York Amerika Serikat dengan bukti 

terbentuknya Liga Konsumen Nasional (The National Consumer’s 

League), sedangkan di indonesia tentang perlindungan konsumen sudah 

dikenal sejak zaman Hindia Belanda, meski saat ni sudah tidak diterapkan 

lagi. Pada tahun 1 l970l-an mulai terbentuknya gerakan-gerakan 

perlindungan konsumen dengan di tandai dengan berdirinya Lembaga 

Swadaya Masyarakat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 

dibentuknya YLKI bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada 

Konsumen di Indonesia. Dengan dibentuknya beberapa peraturan 
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perundang-undangan, mulai dari ordinasi dan UU, PP, Inpres, KepMen, 

Keputusan bersama beberapa Mentri, keputusan Dirjen dan lain lain 

termasuk UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1l999. (Celina ,20 l1l4). 

Seperti yang dijelaskan diatas, maka pelaku usaha hendaknya 

mengetahui kewajibanya sebagai pelaku usaha, yaitu memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminnan 

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 

pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak 

konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari 

pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), 

yang sangat akan merugikan konsumen. Dalam hal ini pentingnya 

penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu 

peroduk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu 

produk. (Celina ,20 l1l4:44). 

Adapun peraturan yang mengatur ataaupun mejelaskan mengenai 

mengenai kondisi dan jaminnan barang dan/atau jasa, yaitu terdapat juga 

penjaminan suatu mutu barang diatur dalam pasal 7 huruf d Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1l999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha harus 

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku”. Dimana barang dan/atau jasa yang dapat dikatakan sebagai 

barang yang memenuhi ketentuan standar mutu barang yaitu sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan seperti halnya harus dilengkapi dengan 
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petunjuk cara pemakaian atau peringatan pemakaian, tersertifikasi oleh 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan juga sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, yang bertujuan nantinya agar tidak menimbulkan 

kerugian bagi para konsumen yang akan menggunakan barang/jasa 

tersebut. Selanjutnya apabila ada suatu produk yang dibawa kepasaran 

tanpa petunjuk cara pemakaian dan peringatan atau petunjuk yang sangat 

kurang/ tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai 

produk yang cacat intruksi. (Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 20 l1l5:58). 

ALkaln tetalpi pela lku usalhal tetalp mengeda lrkaln kosmetik ya lng tida lk 

memenuhi stalndalr mutu, meskipun sudalh dilalra lng oleh pemerinta lh daln 

telalh dibua ltkaln sua ltu altura ln, pela lku usalha l sea lkaln tidalk memperdulikaln 

lalra lnga ln tersebut, ta lnpal memperdulika ln kesela lmaltaln daln kenya lmalnaln da lri 

konsumen ya lng memperguna lkaln balralng ya lng berupal kosmetik tersebut.  

Da llalm Unda lng-Unda lng No.8 ta lhun 1l999 khususnya l palda l Palsall 8 

alya lt (1l) huruf (b) ya lng menya ltalka ln balhwal Pelalku usalha l dilalra lng 

memproduksi daln/altalu memperda lga lngka ln balra lng da ln/altalu jalsal, ya lng 

tidalk memenuhi altalu tidalk sesuali denga ln stalnda lr ya lng dipersya lra ltkaln daln 

ketentua ln pera lturaln perundalng-undalnga ln. Teta lpi kenya ltalaln ya lng a lda l di 

malsya lralkalt malsih ba lnyalk balra lng ya lng bereda lr di ka llalnga ln malsya lra lka lt 

khususnya l kosmetik ya lng tida lk memenuhi mutu stalndalr seperti ha llnyal 

sualtu produk ya lng mengalndung zalt berbalhalya l daln tidalk tersertifikalsi oleh 

BPOM khususnya l di kotal Denpa lsalr. (Celina l ,20l1l4). 
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Da llalm hall tersebut malnga lkibaltkaln, malra lknya l pereda lraln produk 

kosmetik ya lng tida lk tersertifika lsi alta lupun tidalk memenuhi sya lralt oleh 

BPOM khususnya l kosmetik krim pemutih wa lja lh yalng memba lhalya lkaln da ln 

juga l menimbulkaln kerugia ln balgi konsumen khususnya l di kotal denpa lsalr, 

berupa l kerugia ln fisik alkibalt dalri pema lkalialn kosmetik denga ln ba lhaln 

berba lha lya l. Konsumen di Kotal Denpa lsalr ya lng keba lnya lka ln malsih a lwalm 

denga ln perlindunga ln konsumen ketikal menga llalmi kerugia ln alkibalt 

pema lkalialn kosmetik denga ln ba lhaln ya lng berba lha lya l menyeba lbkaln 

perlindunga ln hukum balgi konsumen tera lsa l tidalk berja llaln denga ln efisien. 

Ketika l terjaldi kerugia ln, konsumen tidalk mela lkukaln tuntutaln ga lnti 

kerugia ln ka lrena l konsumen kura lng pa lhalm mengena li ha lk-halk seba lga li 

konsumen. (Shidalrta l. 20l0l2). 

Dilihalt dalri Perlindunga ln Halk Konsumen UU No. 8 Talhun 1l999 

tentalng Perlindunga ln Konsumen memberika ln dalsalr hukum ba lgi ha lk-halk 

konsumen, termalsuk halk untuk memperoleh informa lsi ya lng jujur daln 

alkuralt tentalng produk ya lng mereka l beli. Jikal produk kosmetik pallsu altalu 

tidalk sesua li denga ln deskripsi ya lng diberika ln, konsumen memiliki halk 

untuk menga ljukaln keluhaln daln menda lpaltkaln ga lnti rugi. Da llalm konteks 

Unda lng-Unda lng No. 8 Ta lhun 1l999 tenta lng Perlindunga ln Konsumen, 

pemerinta lh da ln lembalga l terka lit memiliki talnggung ja lwa lb untuk 

menga lwalsi daln mengendallikaln pereda lra ln produk kosmetik khususnyal 

krim pemutih wa lja lh pa llsu a ltalupun ilega ll. Unda lng-Unda lng ini memberika ln 
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dalsalr hukum balgi perlindunga ln konsumen daln memberika ln salnksi kepalda l 

pela lku ya lng mela lngga lr halk-halk konsumen. (Miru, A L., & Yodo, S. 20 l0l4). 

Malka l dalri itu terdalpalt perlindunga ln hukum terhaldalp konsumen 

terka lit pereda lra ln produk kosmetik ya lng merugika ln konsumen, ya lng 

ditinjalu dalri Unda lng-Unda lng (UU) No. 8 Talhun 1l999 tentalng 

Perlindunga ln Konsumen, Pereda lraln produk kosmetik a ldallalh pra lktik ya lng 

melibaltkaln produksi daln distribusi produk kosmetik ilega ll altalu pa llsu, ya lng 

bialsa lnya l tidalk memenuhi stalndalr kea lmalna ln daln kuallitals ya lng diperluka ln, 

daln dalpalt menga lkibaltkaln efek nega ltif balgi konsumen. (Sidoballok. J. 

20l1l4). 

Seperti penjela lsaln dia ltals, dida llalm UU No.8 Ta lhun 1 l999 terda lpa lt 

palsall ya lng penting untuk diperha ltikaln ya litu mengalcu palda l Palsall 4 huruf al 

ya lng berbunyi “ha lk a ltals kenya lma lnaln, kea lmalnaln, da ln kesela lma ltaln da llalm 

mengkonsumsi ba lralngdaln/jalsal” da lla lm UU No. 8 Ta lhun 1 l999 tenta lng 

Perlindunga ln Konsumen, pa lsall tersebut merupa lkaln sallalh sa ltu palsall ya lng 

halrus di implementalsikaln dimalsya lra lkalt, kalrena l a lga lr konsumen mera lsal 

nya lmaln, almaln sala lt membeli balra lng/produk kosmetik, selalin itu juga l alga lr 

kerugia ln-kerugia ln ya lng diallalmi konsumen terhaldalp pembelia ln produk 

kosmetik krim pemutih walja lh ya lng populalr dimalsya lra lkalt dalpa lt 

dicega lh/dialtalsi denga ln balik oleh pemerintalh, selalin itu jugal produk 

kosmetik krim pemutih waljalh ini menjaldi salnga lt penting, menginga lt 

meningka ltnya l pengguna laln produk kosmetik tersebut oleh ma lsya lra lka lt. 

Da llalm kehidupa ln seora lng wa lnital. Ka lrena l peralwaltaln kulit (skinca lre) 
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menjaldi perha ltialn utalmal ba lgi ba lnya lk individu, daln produk pemutih wa ljalh 

aldallalh sallalh saltu jenis produk kosmetik ya lng populer. (Sidoba llok. J. 

20l1l4). 

Na lmun, di ballik populalritalsnya l, produk kosmetik krim pemutih 

wa ljalh juga l sering ka lli menimbulkaln ma lsallalh, teruta lmal terka lit denga ln 

kea lmalna ln daln efektivitalsnya l. Ba lnya lk ka lsus telalh dilalporkaln di ma lnal 

konsumen menga llalmi berba lga li ma lsallalh kulit, seperti irita lsi, allergi, ba lhkaln 

kerusa lka ln perma lnen a lkibalt pengguna laln produk kosmetik ya lng tida lk 

almaln. 

Bebera lpa l malsa llalh ya lng sering diha ldalpi oleh konsumen terka lit 

denga ln produk kosmetik krim pemutih walja lh meliputi: 

1. Realksi Kulit ya lng Merugika ln: Balnya lk konsumen menga llalmi 

iritalsi, kemera lha ln, a ltalu ba lhkaln luka l balka lr kimial ka lrena l 

mengguna lkaln produk kosmetik ya lng menga lndung ba lha ln-balhaln 

ya lng tidalk cocok a ltalu terlallu kera ls untuk jenis kulit mereka l. 

2. Kua llitals Produk ya lng Tidalk Sesuali: Produk kosmetik ya lng tida lk 

memenuhi stalnda lr kua llitals da lpalt menyeba lbkaln halsil ya lng tida lk 

diinginka ln, seperti tida lk efektif da llalm memutihkaln a ltalu mera ltalkaln 

wa lrnal kulit. 

3. Ka lndunga ln Berba lha lya l: Bebera lpal produk kosmetik ilega ll a ltalu 

ilega ll menga lndung ba lhaln-balha ln berba lhalya l seperti merkuri, 

hidrokuinon, a ltalu steroid, ya lng da lpalt menyebalbkaln ma lsallalh 
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keseha ltaln jalngka l palnjalng seperti kerusa lka ln kulit, ga lnggua ln 

hormonall, daln balhka ln kalnker. 

4. Ketida lkjelalsa ln La lbel daln Informa lsi Produk: Konsumen sering ka lli 

kebingunga ln altalu tidalk mendalpa ltkaln informalsi ya lng mema ldali 

tentalng ka lndunga ln daln ca lra l pengguna laln produk kosmetik, ya lng 

dalpalt menyeba lbkaln pengguna laln ya lng tida lk tepalt daln berpotensi 

berba lha lya l. 

Da lri malsa llalh-malsallalh ya lng diha ldalpi konsumen, seperti penjela lsaln 

dialtals menyeba lbka ln konsumen talkut untuk membeli malupun 

mengkonsumsi produk-produk kosmetik, dika lrenalkaln konsumen mera lsal 

ketidalk nya lmaln, menga lnggu kesha ltaln, da ln juga l kesela lmalta ln, malkal dalri 

itu pemerinta lh perlu menja lga l ha ll tersebut. Pemeritalh perlu ma llalkukaln 

Upa lya l penga lwalsa ln serta l pengimplementa lsialn Pa lsall 4 Huruf a l UU No. 8 

Talhun 1l999 untuk memalstikaln balhwal produsen, distributor, daln penjuall 

produk kosmetik krim pemutih waljalh mema ltuhi stalndalr kea lmalnaln, 

kuallitals, da ln informa lsi ya lng jela ls sesua li denga ln ketentua ln hukum ya lng 

berla lku. Ini juga l melibaltkaln penga lwalsaln ya lng keta lt dalri otoritals terka lit 

untuk menga lwalsi produksi, distribusi, daln penjuallaln produk kosmetik 

serta l memberika ln sa lnksi ya lng tega ls terha ldalp pelalngga lra ln ya lng terdeteksi. 

(Celinal ,20 l1l4). 

Malka l dalla lm hall tersebut, mengimplema lntalsikaln palsall 4 huruf a l itu 

penting ka lrena l Palsa ll 4 Huruf a l UU No. 8 Talhun 1l999 tentalng 

Perlindunga ln Konsumen memberika ln da lsalr hukum ya lng kua lt untuk 
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melindungi konsumen dalri kerugia ln ya lng disebalbkaln oleh produk ya lng 

tidalk memenuhi stalndalr kealma lnaln daln kuallitals. Dallalm konteks produk 

kosmetik krim pemutih wa ljalh, implementalsi pa lsall ini salnga lt penting untuk 

memalstikaln balhwa l konsumen dilindungi da lri potensi risiko da ln kerugia ln 

ya lng da lpalt ditimbulkaln oleh produk tersebut. 

Na lmun selalin falkto malsa llalh-malsalla lh dialtals terda lpalt jugal bebera lpal 

fa lktor ya lng mendorong pentingnya l implementalsi palsall 4 huruf al UU No.8 

talhun 1l999 tenta lng perlindunga ln konsumen. Perlindunga ln hukum 

terha ldalp konsumen terkalit bereda lrnya l produk kosmetik krim pemutih 

wa ljalh ya lng merugika ln konsumen meliputi: 

1. ALncalma ln Keseha ltaln daln Kesela lmaltaln Konsumen: Produk 

kosmetik pallsu da lpalt menga lndung ba lha ln-ba lhaln berba lha lya l, seperti 

zalt kimial bera lcun a ltalu allergen, ya lng da lpalt menyeba lbkaln rea lksi 

allergi, irita lsi kulit, a ltalu balhka ln malsallalh keseha ltaln serius. 

Konsumen memiliki halk untuk mengguna lkaln produk ya lng a lma ln 

balgi keseha ltaln daln keselalmaltaln mereka l. 

2. Kerugia ln Fina lnsiall Konsumen: Konsumen ya lng membeli produk 

kosmetik pallsu mungkin menga llalmi kerugia ln fina lnsiall ka lrena l 

produk tersebut tida lk memiliki efek ya lng dija lnjikaln a ltalu balhkaln 

dalpalt menyeba lbkaln ma lsalla lh kulit ya lng memerlukaln pera lwa ltaln 

medis talmbalhaln. 

3. Kehila lnga ln Keperca lya laln Konsumen: Pemallsualn produk kosmetik 

juga l da lpa lt menga lkibaltkaln kehilalnga ln kepercalya laln konsumen 
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terha ldalp merek-merek tertentu a lta lu palsalr kosmetik seca lra l 

keseluruha ln. Ha ll ini da lpalt merusa lk reputalsi merek da ln 

menyeba lbkaln penuruna ln penjua llaln ya lng signifika ln. 

4. Regula lsi Palsalr: Implementalsi perlindunga ln hukum terhalda lp 

konsumen juga l berpera ln da llalm menga ltur pa lsalr kosmetik daln 

memalstikaln balhwa l produk ya lng bereda lr memenuhi stalndalr 

kea lmalna ln daln kua llitals yalng diteta lpkaln oleh otoritals terka lit. 

Da llalm implementalsinya l, pemerinta lh dalpalt bekerjal salmal denga ln 

instalnsi terka lit, seperti Baldaln Penga lwa ls Oba lt da ln Ma lkalna ln (BPOM) da ln 

lembalga l perlindunga ln konsumen, untuk meningka ltkaln penga lwa lsaln 

terha ldalp pereda lraln produk kosmetik. Salnksi tega ls ha lrus diberika ln kepa lda l 

pihalk-pihalk ya lng terlibalt dallalm produksi, distribusi, alta lu penjua llaln 

produk kosmetik pa llsu/ilega ll. Selalin itu, eduka lsi kepa ldal ma lsya lra lka lt jugal 

penting a lga lr konsumen lebih salda lr a lkaln risiko produk pallsu daln talhu calral 

mengena lli produk ya lng a lmaln da ln sa lh. (Miru, A Lhmald da ln Suta lrmaln Yodo. 

20l1l5). 

Pereda lra ln Kosmetik Berbalhalya l ya lng perna lh terjaldi di Denpalsalr-

Ba lli pernalh diungkalpkaln oleh detik News, paldal Ka lmis 1l9 Juli 20l1l8 pukul 

0l9:1l7 WIB. Ba llali Besa lr Penga lwals Oba lt da ln Malkalnaln (BPOM) Denpa lsalr 

menyita l 1 l0l.751l kema lsaln kosmetik talnpa l izin edalr (TIE). Penyita la ln ini 

dilalkukaln selalma l 2 pekaln opera lsi di 3 wilalya lh, ya lkni Kotal Denpa lsa lr, 

Ka lbupalten Ba ldung da ln Gialnya lr. (Na lndhalng A Lstikal-detik News). 
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Kepa llal BBPOM Denpa lsalr, I Gusti A Lyu A Ldhi A Lrya lpaltni merilis, 

“ba lhwa l ditemukaln ka lmi 28 sa lra lnal ya lng tela lh diperiksa l, terdiri da lri 

importir, distributor, reta lil, toko kosmetik, klinik keca lntikaln, sa llon ya lng 

aldal di Denpa lsalr, Gia lnya lr da ln Ba ldung”. “Da lri 28 itu aldal 1l1l sa lralnal altalu 

lebih dalri setenga lh, lebih dalri 50l persen produk tidalk memenuhi ketentualn 

kalrena l menjuall produk-produk ya lng TIE a ltalu menga lndung ba lhaln 

berba lha lya l” la lnjut ALyu. (Na lndhalng A Lstikal-detik News). 

Lebih la lnjut juga l disalmpalikaln balhwa l selalin talnpa l ijin edalr 

BBPOM juga l ditemukaln produk-produk ya lng penalndalaln tidalk memenuhi 

sya lra lt. Da lri halsil pengeceka ln produk ini sudalh terdalfta lr talpi tidalk 

menca lntumkaln izin edalrnya l paldal lalbel altalu kemalsa ln. Sehingga l produk 

tersebut teta lp dialmalnka ln alga lr tidalk bereda lr di palsa lra ln. "Ka lmi mintal 

perba likaln lalbel pena lndalaln jaldi setelalh pena lndalaln diperba liki sesua li 

ketentua ln balrula lh kital melepalskaln. Boleh dipalsalrka ln," tuturnyal. 

(Na lndhalng A Lstikal-detik News). 

(Ta lble 0l1l. Ha lsil Pengujia ln Kosmetik Ta lhun 20l1l9 – 20l22) 

Talhun Jumlalh Salmple 

Diuji 

MS (Memenuhi 

Sya lra lt) 

TMS (Tida lk 

Memenuhi Sya lra lt) 

20l1l9 24.21l8 24.1l28 90l 

20l20l 1l7.344 1l7.1l83 1l61l 

20l21l 22.850l 22.951l 259 

20l22 25.869 25.50l2 367 

JUMLA LH 90l.281l 89.764 877 

(https://www.pom.go.id/kinerja l/lalpora ln-talhuna ln-4) 

 

https://www.pom.go.id/kinerja/laporan-tahunan-4
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(Ta lble 0l2. Rincialn TMS Pengujia ln Kosmetik Ta lhun 20l1l9 – 20l22) 

TMS (Tida lk 

Memenuhi 

Sya lra lt) 

Menga lndung 

Ba lha ln Dilalra lng 

Menga lndung 

Ba lha ln Melebihi 

Ba ltals Kalda lr ya lng 

Dipersya lra ltkaln da ln 

Berba lhalya l 

Menga lndung 

Mikrobal 

20l1l9 27 21l 42 

20l20l 68 48 45 

20l21l 47 83 1l29 

20l22 1l59 80l 1l25 

JUMLA LH 30l1l 232 341 l 

(https://www.pom.go.id/kinerja l/lalpora ln-talhuna ln-4) 

Berda lsalrka ln da ltal dialtals, rela ltive malsih balnya lk produk-produk 

kosmetik ya lng bereda lr di Kotal Denpa lsalr ya lng tidalk memenuhi sya lra lt-

sya lra lt untuk dipalsalrka ln alta lupun diedalrka ln sesuali stalnda lr dalri BPOM 

merugika ln konsumen. Kalrena l berdalsalrka ln daltal dalri (talble. 0l1l & 0l2) di 

altals terda lpa lt 877 totall jumlalh produk, ba lhwal da lri produk kosmetik ya lng 

bereda lr da ln tidalk memenuhi sya lralt. Seca lral umum produk kosmetik ya lng 

tidalk memenuhi sya lra lt disebalbkaln kalrena l Menga lndung Ba lha ln Dilalra lng, 

Menga lndung Ba lhaln Melebihi Ba ltals Kaldalr yalng Dipersya lra ltkaln daln 

Berba lhalya l, daln Menga lndung Mikroba l. Dalri talble dia ltals juga l setialp ta lhun 

jumlalh produk kosmetik ya lng tida lk memenuhi sya lra lt meningka lt, malkal 

dalri itu, muncul malsallalh Dima lnal konsumen menja ldi kalwa ltir alkaln 

kea lmalna ln da ln kesela lmaltaln mereka l, ma lkal da lri itu juga l pemerinta lh perlu 

melalkuka ln upalya l-upa lya l ya lng da lpalt melindungi konsumen dalri pelalku 

usalha l ya lng mela lkukaln tindalkaln cura lng. 

https://www.pom.go.id/kinerja/laporan-tahunan-4
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1.2. Identifikasi Masalah 

Perlindunga ln hukum terhaldalp konsumen a lda llalh proses penera lpaln 

daln pelalksa lnala ln berba lga li pera lturaln, unda lng-undalng, da ln meka lnisme 

hukum ya lng bertujua ln untuk melindungi halk daln kepentinga ln konsumen 

dallalm berba lga li tralnsa lksi bisnis daln interalksi konsumen denga ln penyedial 

balralng a lta lu jalsal. Dalri penjelalsa ln dialtals alda l beberalpal identifikalsi malsallalh 

ya lng da lpalt ditalrik ya litu:  

1. Relaltif Malsih Ba lnya lknyal Peredalra ln Kosmetik Yalng Ma lsih Belum 

Sesuali Stalnda lr daln Belum Memenuhi Sya lra lt-sya lralt Dalri BPOM  

2. Kura lngnya l Pengeta lhualn Pelalku Usalha l Terha ldalp Kosmetik Ya lng 

Dijuall/Dipalsa lrka ln  

3. Kura lngnya l Pengeta lhualn Konsumen Terha lda lp Kosmetik Ya lng 

Dibeli/Konsumsi 

4. Penga lwalsa ln Terha ldalp Kosmetik Yalng Bereda lr Di Palsalra ln Belum 

Berja llaln Seca lra l Efektif 

1.3. Pembatas Masalah 

Berda lsalrka ln Identifika lsi Malsa llalh dia ltals, pemba lta lsaln ma lsa llalh ya lng 

dalpalt difokuskaln a ldalla lh seba lga li berikut: 

Fokus penelitia ln ini aldallalh paldal perlindunga ln hukum terhalda lp 

konsumen terka lit denga ln pereda lra ln/penjualla ln produk kosmetik khusunyal 

krim pemutih wa ljalh ya lng merugika ln konsumen terka lit denga ln Unda lng-

Unda lng No. 8 Ta lhun 1l999 tentalng Perlindunga ln Konsumen khususnya l 
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paldal perma lsallalhaln perlindunga ln konsumen da ln upalya l BPOM untuk 

menlindungi konsumen. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berda lsalrka ln laltalr belalka lng, da ln identifikalsi malsallalh di altals dalpa lt 

ditalrik rumusa ln malsalla lh seba lga li berikut:  

1. Ba lga limalnal perlindunga ln hukum terha lda lp konsumen terka lit denga ln 

pereda lraln produk kosmetik krim pemutih waljalh yalng menga lndung 

balhaln berba lha lya l di kotal Denpa lsalr? 

2. Ba lga limalnal Upa lya l BPOM untuk melindungi konsumen da lri 

perdera laln kosmetik krim pemutih wa ljalh ya lng tidalk memenuhi 

sya lra lt di kotal Denpa lsa lr?  

1.5. Tujuan Penelitian 

1. tujualn umum 

(1) Penelitialn ini bertujua ln untuk mengeta lhui balgalimalnal Implementa lsi 

Palsall 4 Huruf al Uu No.8 Talhun 1l999 Tenta lng Perlindunga ln Konsumen 

Terka lit Kerugia ln Konsumen Terha ldalp Produk Kosmetik Krim Pemutih 

Waljalh Di Wila lya lh Kotal Denpa lsalr. A Lga lr penelitialn ini da lpalt 

mena lmbalh walwalsa ln Malsya lra lkalt mengena li Perlidunga ln Konsumen 

daln Upalya l Pemerintalh dallalm Melindungi Konsumen. 

2. Tujua ln Khusus 

(1) Untuk mengeta lhui perlindunga ln hukum terha ldalp konsumen sesua li UU 

No. 8 Ta lhun 1l999 tenta lng perlindunga ln konsumen. 
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(2) Untuk mengeta lhui upalyal BPOM da llalm melindungi konsumen da lri 

pereda lraln kosmetik ya lng tida lk memenuhi syalralt daln merugika ln 

konsumen. 

1.6. Manfaat Penelitian 

ALdalpun malnfala lt dalla lm penulisaln skripsi ini terdiri altals dual ma lnfa lalt, 

ya litu: 

1. Malnfa la lt Teoritis  

Penelitialn ini dihalra lpkaln berguna l sebalga li sumbalngsih pemikira ln 

penulis dallalm ralngka l menalmbalh ilmu pengeta lhua ln khususnya l tentalng 

Implementa lsi Palsall 4 Huruf a l Uu No.8 Talhun 1l999 Tenta lng 

Perlindunga ln Konsumen Terka lit Kerugia ln Konsumen Terha ldalp 

Produk Kosmetik Krim Pemutih Waljalh Di Wilalya lh Kotal Denpa lsalr.  

2. Malnfa la lt Pralktis 

a. Ba lgi Penulis  

Penelitialn ini diha lralpkaln dalpa lt memberika ln wa lwa lsaln a ltalu 

kontribusi keilmualn ba lgi ma lha lsiswal a ltalu a lkaldemikal khususnyal 

Fa lkultals Hukum Universitals Pendidikaln Galneshal da ln Ma lhalsiswal 

Universita ls Pendidikaln Ga lneshal palda l umumnya l. 

b. Ba lgi Ma lsya lra lkalt 

Penelitialn ini dihalralpkaln dalpa lt dijaldikaln balha ln informalsi sertal 

mena lmbalh wa lwa lsaln malsya lralkalt mengena li perma lsalla lhaln da llalm 

pereda lraln produk kosmetik ya lng merugika ln konsumen/malsya lralkalt. 

c. Ba lgi Pemerintalh  
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 Ha lsil penelitialn ini dihalralpka ln da lpalt dijaldika ln sua ltu referensi 

dallalm membualt kebija lkaln regula lsi terka lit pereda lraln produk kosmetik 

ya lng merugika ln kosumen. 

  


